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BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 23
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN

PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dana.
rehabilitasi Gedung Kantor Desa di wilayah Kabupaten
Indragiri Hulu perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 23 Tahun 2022
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan
Kantor Desa di Kabupaten Indragiri Hulu;
.bahwa berdasarkan opertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman
Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa di
Kabupaten Indragiri Hulu;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1,
Indonesia Tahun 1945;
.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang2.
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2754);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa3.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...



Menetapkan :

4.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
5.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
6.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20157.
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 ‘Tahun 2018

_ tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20188.
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20209.
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (LembaranDaerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 23TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
EEBAEEFE9E1W KANTOR DESA DI KABHFAEENINDRAGIRI HULU

Pasal ...



Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 23 Tahun 2022
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa di

Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2023 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka
yakni angka 22a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD
adalah Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam hal ini
adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

11. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

12. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu.

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat Penatausahaan
Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada kegiatan Analisis
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan/atau kegiatan
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

16. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
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17. Bendahara ...



17.

18.

19.

20.

21.

22.

22a.

23.

24.

29.

26.

27.

28.

29.

Bendahara Pengeluaran Pembantu/Belanja Transfer adalah Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang bertugas menjalankan tugas
khusus mengelola belanja transfer.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung
seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
Pembangunan Kantor Desa adalah kegiatan mendirikan bangunan
baru, mengubah/mengganti bangunan, menambah bangunan,
dan/atau memperbaiki bangunan gedung dan/atau bangunan
penunjang kantor desa.
Panitia Pembangunan Kantor Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh
Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kantor Desa.
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala
Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas
Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
menjalankan tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
SKPD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang
dilakukan SKPD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.

30. Surat...



30.

31.

32.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan Kuasa BUD berdasarkan SPM.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.
Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah
bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil
realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 31 Juli 2023\
BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI19

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 27
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